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ABSTRAK 

 

MEKANISME PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN  

JALAN DI KABUPATEN KAMPAR 

 

YOLA SEPTIYENTI DALFEN 

 NIM. 02070625960 

 

Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2023 

di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar . Penelitian ini 

dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerimaan 

pajak penerangan jalan di kabupaten Kampar. Pajak penerangan jalan merupakan 

salah satu pajak daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan penghasilan asli 

daerah (PAD) . Untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dari sektor pajak 

penerangan jalan. penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. 

Dan metode pengumpulan datanya dengan cara observasi,wawancara, dan 

dokumentasi. maka mekanisme dalam penerimaan pajak penerangan jalan harus 

diperhatikan agar target penerimaan pendapatan tercapai. Dalam sistem 

pemugutannya, Pajak Penerangan jalan menggunakan sistem pemungutan selft 

assessment system. Wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung besaran 

pajak, melaporkan dan membayar. Oleh karena itu, sistem pemungutannya 

berpengaruh terhadap penerimaan realisasi dan target. Hasil tugas akhir  yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan,mekanisme peneriman pajak penerangan jalan 

dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor dan menggunakan Qris 

bank riau kepri. 

 

Kata kunci : Mekanisme, Penerimaan, Pajak Penerangan Jalan 
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ABSTRACT 

 

ROAD LIGHTING TAX REVENUE MECHANISM IN KAMPAR 

DISTRICT 

 

YOLA SEPTIYENTI DALFEN 

 NIM. 02070625960 

 

This final project was conducted from January to February 2023 at the Regional 

Revenue Agency (BAPENDA) of Kampar Regency. This research was conducted 

with the aim and objective of knowing the mechanism of road lighting tax revenue 

in Kampar district. Street lighting tax is one of the local taxes that contribute to 

increasing local revenue (PAD). To increase local revenue from the street lighting 

tax sector. this research uses primary and secondary data types. And the method 

of collecting data by means of observation, interviews, and documentation. then 

the mechanism in the acceptance of street lighting tax must be considered so that 

the target revenue is achieved. In the collection system, the street lighting tax uses 

a selft assessment system. Taxpayers are authorized to calculate the amount of 

tax, report and pay. Therefore, the collection system affects the realization and 

target revenue. The results of the final project that has been carried out can be 

concluded, the road lighting tax revenue mechanism can be done by coming 

directly to the office and using Qris bank riau kepri. 

 

Keywords: Mechanism, Revenue, Street Lighting Tax 
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Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sumber-sumber 

pendapatan daerah yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan 

membangun infrastruktur daerah. Dalam hal ini pendapatan dalam suatu 

daerah yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

diarahkan oleh pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi 

masyarakat dan hasilnya untuk meningkatkan potensi daerah secara optimal 

dan terpadu adanya hasil yang telah dicapai dengan maksimal pemerintah 

mengatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dalam sektor Pajak Daerah sangat berperan aktif dalam pembangunan 

perekonomian daerah yang melaksanakan otonominya, yang mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penerimaan Pajak dalam 

suatu daerah menjadi hal penting karena dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah 

Kabupaten Kampar. Pajak merupakan suatu pemerintahan Negara yang 

sangat penting bagi pelaksanaan dalam peningkatan perekonomian dan 

pendapatan di Kabupaten Kampar. 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi 

Daerah, Pemerintah di Kabupaten Kampar dalam meningkatkan 
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perekonomian dalam menyelenggarakan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dapat menggali sumber dana daerah. Dalam rangka pemberi otonomi 

yang lebih luas kepada daerah terutama disektor keuangan yang diberi 

wewenang untuk mengola potensi dan keunggulan dalam penerimaan pajak 

daerah di Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi,ditetapkan enam belas jenis pajak Daerah, yang terdiri 

dari lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas Pajak Kabupaten/Kota. (Marihot 

Pahala Siahaan, S.E., M.T.) Salah satu diantaranya sumber Pendapatan Pajak 

Daerah di Kabupaten Kampar adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak 

Penerangan Jalan adalah kontribusi wajib pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, yang digunakan baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

sumber lain yang penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penerangan jalan umum adalah 

benda, alat menyangga penerangan jalanan umum yang digunakan untuk 

menerangi jalan raya yang memiliki bentuk tiang penyangga dengan tujuan 

komersional untuk keselamatan berkendaraan roda dua atau roda empat di 

malam hari agar selamat sampai ke tujuan. Pajak Penerangan Jalan dikenakan 

atas penggunaan orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan, yang 

dilakukan oleh pemerintahan daerah pasti memiliki fungsi dan manfaat yaitu 

fungsi anggaran digunakan untuk pendanaan rutin yang digunakan untuk 

belanja anggaran pendapatan daerah (APBD) seperti belanja pegawai, belanja 
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barang perkantoran pemerintahan, pemeliharaan dan pembangunan 

infrastruktur pemerintahan ,dan sebagai tabungan pemerintah daerah untuk 

menyeimbangkan dana daerah untuk kedepannya, yang di jadikan sebagai 

pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah 

ekonomi.  

Fungsi selanjutnya adalah fungsi stabilitas yang merupakan dana 

finansial yang digunakan untuk membantu pemerintah dalam 

menyeimbangkan harga dan jasa dalam perekonomian nasional untuk 

mengurangi inflasi di suatu daerah yang bangun oleh pemerintah setempat 

agar lebih efesien. Adapun manfaat yang diperoleh pemerintah daerah yaitu 

dapat menyeimbangkan laju pertumbuhan ekonomi yang melalui kebijakan 

dalam membayar pajak daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik agar apat mengurangi inflasi 

perekonomian. 

Pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar yang dibayarkan dan 

dikeluarkan oleh pihak PLN Kabupaten Kampar dan masuk ke kas daerah. 

Penerangan jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan 

masyarakat pada saat malam hari, khususnya di desa-desa yang ada di 

kabupaten kampar. Yang digunakan sebagai suatu sarana penunjang utama 

untuk menerangi jalan raya dan jalan umum yang ada di wilayah di kabupaten 

Kampar. Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di desa-desa sebelum 

adanya lampu penerangan umum ini mereka menggunakan lampu sorong 

untuk menerangi perjalanan mereka antar satu desa ke desa lainnya.  
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Lampu penerangan jalan ini merupakan fasilitas publik yang dikeolola 

pemerintah kabupaten Kampar yang ada di jalan umum yang digunakan 

masyarakat untuk menerangi lingkungan sekitar jalan daerah yang ada di 

persimpangan jalan. Dalam hal ini, lampu penerangan jalan yang memiliki 

banyak manfaat seperti, gigitan binatang buas dan liar, meningkatkan 

keselamatan berkendara di malam hari, dan meningkatkan keamanan bagi 

pejalan kaki yang sedang melintas di jalan raya. 

Pemungutan pajak penerangan jalan bagi pengguna listrik bukan dari 

PLN tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan 

PPJ tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga Walaupun demikian, 

dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses 

pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman 

surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek 

pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan. Dengan pihak ketiga 

adalah kegiatan penghitungan besamya pajak yang terutang, pengawasan 

penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 

Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ 

dilakukan oleh PLN, Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan PPJ diatur 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri 

Keuangan. 

Saat ini, pemungutan PPJ atas penggunaan listrik dari PLN diatur 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tanggal 30 

April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan PPJ 
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yang diatur dalam keputusan ini hanya pemungutan PPJ atas penggunaan 

tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Berdasarkan keputusan ini, yang 

menjadi wajib PPJ adalah pelanggan, yaitu setiap orang pribadi atau badan 

usaha yang menggunakan tenaga listrik dari PLN. 

Pelanggan wajib membayar PPJ yang terutang setiap bulan bersamaan 

dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN. PLN wajib menyetor 

hasil penerimaan PPJ ke kas daerah kabupaten/kota atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh bupati/walikota. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 20 

pada bulan berikutnya. 

Pemimpin PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik 

dengan dilampiri rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada 

bupati/walikota. Daftar rekapitulasi adalah kumpulan rekening listrik yang 

dikelompokkan berdasarkan kode golongan pelanggan. Daftar rekapitulasi 

rekening listrik ini berfungsi sebagai PPJ. 

Bupati/walikota wajib melunasi pembayaran rekening listrik yang 

menjadi beban pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan setiap 

bulan tepat pada waktunya. Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan 

penyetoran PPJ dan pembayaran rekening listrik oleh pemerintah daerah 

diatur dalam suatu naskah kerja sama antara bupati/walikota dengan pimpinan 

PLN. 
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Tabel 1. 1  

Target Anggaran dan Realisasi Yang Membayar Pajak Penerangan Jalan  

Pada Bapenda Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2022 

No 
Tahun 

pajak 
Target Realisasi % 

1 2020 Rp.60.939.040.555,00 Rp.63.522.253.731,00 104,24  

2 2021 Rp.65.250.950.369 Rp.68.971.866.938 105,7  

3 2022 Rp.66.227.055.009,00 Rp.73.994.452.587,00 111,17 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020 

Dari tabel 1.1. data diatas bahwa target dan realisasi tercapai dengan 

baik. Namun yang terjadi di kabupaten Kampar sering juga lampu 

penerangan jalan mati, padahal masyarakat sudah membayar pajak sesuai 

dengan mekanisme pajak penerangan jalan di kabupaten Kampar. 

Dikarenakan, Lampu penerangan jalan ini khusunya di kabupaten Kampar di 

jalan raya sudah memadai digunakan. Akan tetapi, dilihat dari realisasi dan 

target seperti data di atas sudah baik dalam pencapaian target yang dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Kampar dan salah satu faktor lampu penerangan 

jalan ini mati dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat 

dalam kebutuhan sehari-hari dalam pemakaian lampu penerangan jalan. 

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai 

kajian dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi 

D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Mekanisme 

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Kampar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka 

rumusan  masalah dari penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten 

Kampar ? 

b. Bagaimana kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pembayaran 

Pajak di Kabupaten Kampar ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme penerimaan pajak penerangan jalan di 

Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pembayaran 

pajak penerangan jalan di kabupaten kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan informasi bagi pembaca. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

sumbangan ide atau pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

mengambil kebijakan mengenai penerimaaan  Pajak Penerangan Jalan. 

c. Dengan adanya peneltian ini diharapkan menjadi informasi bagi 

penelitian lain dalam permasalahan yang sama dalam menganangi kasus. 

d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendapatkan solusi bagi 

pemerintah agar dapat menanggulangi dengan permasalahan yang sama. 
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1.5 Metode Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar, beralamat di Jl. Prof M Yamin SH No.83 Bangkinang. 

b. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 26 Januari hingga 

Februari 2023 di Kantor Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Kampar. 

c. Jenis Data 

1. Data Primer 

Menurut Sunyoto (2013) data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya 

secara khusus. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sunyoto (2013) data sekunder adalah data yang bersumber 

dari catatan yang ada pada perusahaan dari sumber lainnya yaitu dengan 

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan 

menggunakan data dari biro pusat. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Merupakan pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Kampar. 

b. Wawancara/Interview 
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Merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

untuk mengajukan pertanyaan dari penulis dengan narasumber yang ada di 

instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai 

permasalahan yang di teliti. 

c. Dokumentasi  

Merupakan pengambilan data atau arsip-arsip dokumen yang 

penulis manfaatkan sebagai data awal untuk melakukan penelitian di 

instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

1.7 Analisis Data 

Dalam pengambilan data diperlukan observasi dan menganalisis data-

data, yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pengambilan data 

yang menggunakan deskripsi (gambaran/penjelasan) secara detail dengan 

melakukan pengolahan data. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyajikan sistematika 

ini atas                  beberapa bagian yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah,Rumusan 

Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian,Metode Pengumpulan Data,dan 

sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian.Dalam bab ini 

akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah 
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Kabupaten Kampar, Struktur Organisasi, Uraian Tugas,Visi, dan Misi 

Kantor Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Kampar. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini merupakan telaah pustaka.Dalam bab ini akan diuraikan 

tentang pengertian pajak,fungsi pajak,sistem pemungutan pajak,syarat 

pemungutan pajak,jenis-jenis pajak,dasar hukum pajak,subjek dan objek 

wajib pajak,dasar pengenaan tarif,cara perhitungan,pajak menurut islam 

dan rumusan masalah digali lebih dalam untuk mendapatkan informasi 

yang akurat. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran.dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM ISTANSI 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

(selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat 

Keuangan Daerah Kota madya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat 

Edaran Mentri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 

1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, 

maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kota 

madya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan 

Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/Penangihan 

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota madya Daerah, 

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah 

Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 
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b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai 

penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 

Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota 

madya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 

1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota madya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan 

Organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan 
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Sejalan dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, 

maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi 

dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, 

termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai 

berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub Dinas Program 

e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

f. Sub Dinas Penagihan 

g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

Dan pada bulan januari 2017 di rubah lagi menjadi Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang. 

 

 



14  

 

 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

a. Visi 

‟Meningkatkan Tata Keolola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”. 

b. Misi 

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah  

Kampar mengembangkan  beberapa misi : 

1. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam 

mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. 

2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah. 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

2.3 Uraian Tugas (Job Description) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar 

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai beikut : 

a. Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelengaraan 

tugas di bidang pendapatan daerah. 

b. Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan 

administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola 

adminsitrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan 



15  

 

 

menatausahakan kegiatan lainnya. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, 

koordnasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, 

menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan pengembangan pegawai, 

mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. 

d. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan 

rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta 

pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar. 

e. Sub Bagian Perencanaan dan Data 

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan perencanaan dan data. 

f. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang pendataan dan pendaftaran Pendapatan 

Daerah. 
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1. Sub Bidang Pendapatan 

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan evaluasi. 

2. Sub Bagian Pendaftaran 

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi. 

g. Bidang Perhitungan dan Penetapan  

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang pendataan dan pendaftaran Pendapatan 

Daerah. 

1. Sub Bidang Perhitungan 

Sub Bidang Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi perhitungan. 

2. Sub Bidang Penetapan 

Sub Bagian Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penetapan. 

h. Bagian Penagihan dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 
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Pendapatan Daerah di bidang perhitungan dan penetapan. 

1. Sub Bidang Penagihan 

Sub Bagian Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perusahaan dan evaluasi. 

2. Sub Bidang Keberatan 

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi keberatan. 

i. Bagian Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan 

Pelaporan. 

1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer. 

2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

3. Sub Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 
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yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta 

dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 

2.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Kampar 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
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BAB IV  

PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut :  

A. Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan ada 2 cara :  

1. Pembayaran pajak penerangan jalan dengan cara Qris Bank Riau 

Kepri  

a. wajib pajak membuka link Qris.Bankriaukepri.go.id klik pajak dan 

pdl 

b. wajib pajak melakukan pengisian data di form dengan benar  

c. setalah pengisian data QR dari SKPD atau BPHTB muncul 

d. bayar dengan e-wallet yang sudah di scan 

e. resi akan muncul setelah melakukan transaksi 

2. Pembayaran pajak penerangan jalan dengan cara mendatangi 

langsung kantor Bapenda Kabupaten Kampar  

a. wajib pajak menyiapkan SPTPD data dan keterangan pajak 

terhutang  

b. setelah data lengkap wajib pajak membawa ke bagian pelayabab 

bapenda verifikasi 

c. setelah dari bagian pendataan dan pendaftaran validasi data 

diberikan ke bagian perhitungan dan penetapan 

d. pegawai bapenda memberikan SKPD/ kode biller dan kode 
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transaksi kepada wajib pajak 

e. setelah melakukan mendapatkan kode  pembayaran  wajib pajak 

membayar di chanel pembayaran bapenda kampar 

B. kendala yang dihadapi wajib pajak dalam membayar pajak penerangan 

jalan di Kabupaten Kampar  

1. ketidakpahaman wajib pajak dalam membayar pajak penerangan 

jalan melalui Qris Bank Riau Kepri  

2. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penerangan 

jalan  

3. koneksi jaringan internet dan server down  

4.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak disiplin dalam 

melakukan pembayaran pajak penerangan jalan.  

2. Meningkatkan kualitas jaringan dalam melakukan pembayaran pajak 

penerangan jalan melalui Qris Bank Riau Kepri. 

3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 

penerangan jalan dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada wajib 

pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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 LAMPIRAN 

 

1. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten 

Kampar? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pembayaran pajak 

penerangan jalan di kabupaten Kampar? 

3. Menurut bapak/ibu apakah realisasi pajak penerangan di Kabupaten Kampar 

mencapai target yang ditelah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kampar? 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang lampu yang mati diakhir tahun di 

bulan Desember di minggu-minggu terakhir tahun lampu mati? 
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